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Abstract 

This article discusses the legal issue of using underwater drones according to 

international maritime law and Indonesian national law. This discussion is 

necessary considering the use of underwater drones that cross national borders, 

there is no specific regulation. Therefore, it is necessary to make special 

arrangements regarding the use of underwater missiles both in terms of attack, 

spying, and marine data collection so that foreign countries do not freely operate 

underwater drones in the territorial sea of other countries and do not violate the 

right of peaceful passage as regulated. in UNCLOS 1982. The method used is 

normative legal research which examines the rules and regulations related to the 

issues discussed. The results of the study show that the government needs to 

strengthen the maritime security system in Indonesian territory and take firm 

action against persons involved in the entry of foreign military assets into 

Indonesian territory. 
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Ringkasan 

Artikel ini membahas mengenai isu hukum penggunaan underwater drone 

menurut hukum laut internasional dan hukum nasional Indonesia. Pembahasan ini 

diperlukan mengingat penggunaan underwater drone yang melintasi batas negara 

belum ada pengaturannya secara khusus. Oleh sebab itu, perlu dibuat pengaturan 

khusus mengenai penggunaan misil bawah laut baik dalam hal penyerangan, 

mata-mata, serta pengumpulan data laut agar negara asing tidak dengan bebas 

mengoperasikan underwater drone di wilayah laut teritorial negara lain dan tidak 

melanggar hak lintas damai sebagaimana telah diatur dalam UNCLOS 1982. 

Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normative yang menelaah 

kaidah dan aturan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Hasil 

penelitian menunjukan bahwa pemerintah perlu memperkuat sistem keamanan 

laut di wilayah Indonesia serta melakukan tindakan tegas terhadap oknum yang 

terlibat atas masuknya aset militer asing di wilayah Indonesia. 

Kata Kunci: Hukum Internasional, UNCLOS 1982, Underwater Drone 

 

A. Pendahuluan 

Keberadaan iperkembangan 

dunia militer semakin pesat 

dewasa ini, mulai dari 

keberadaan tentara hingga 

alutsista yang tidak hanya 

berkembang dari aspek kuantitas 

dan kualitasnya saja, namun 

variasi alutsista juga semakin 

berkembang seiring dengan 
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perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Hal 

ini dikarenakan vitalnya upaya 

perlindungan terhadap 

kedaulatan dan keamanan 

Negara dari ancaman pihak luar 

dan tidak sedikit diantaranya 

justru menimbulkan perang 

maupun konflik. Perkembangan 

ini sudah pasti memiliki korelasi 

antara dampak perkembangan 

teknologi persenjataan itu 

sendiri dan perilaku manusia 

dalam berperang. Negara-negara 

besar seperti Amerika Serikat, 

Rusia dan Uni Eropa merupakan 

negara yang aktif dalam 

melaksanakan pengembangan 

teknologi di bidang 

persenjataan.1 

Salah satu bentuk kemajuan 

teknologi yang dimaksud adalah 

penggunaan pesawat tanpa awak atau 

biasa dikenal dengan istilah drone. 

Drone atau Unmanned Aerial 

Vehicles (UAV) adalah pesawat 

tanpa awak yang dikendalikan oleh 

pilot yang terpisah dari kendaraan 

 
1  Erlies Septiana Nurbani, Perkembangan 

Teknologi Senjata Dan Prinsip 

Proporsionalitas, Jurnal IUS, Vol V, 

Nomor 1, April 2017, hal. 14  

untuk mengikuti misi yang telah 

diprogram sebelumnya.2 Selain itu, 

drone juga memiliki terminology 

yang beragam, Mulai dari Unmanned 

Aircraft (UA), Remotely Pilot 

Vehicle (RPV), Unmanned Aerial 

Vehicle (UAV), Unmanned Aerial 

System (UAS) hingga Remotely 

Piloted Aircraft (RPA) dan Drone.3 

Drone dalam terma ini 

merujuk pada rumpun hukum udara 

internasional yang banyak diadopsi 

untuk kepentingan sipil dan militer. 

Secara umum, pesawat drone militer 

dibagi lagi menjadi dua kategori, 

mereka yang digunakan untuk tujuan 

pengintaian dan pengawasan serta 

untuk tujuan intelejen (dalam istilah 

militer dikenal dengan sebutan 

Intelegence, Surveillence, Target 

Acquisition and Reconnaissance atau 

(ISTAR)4.  

Terma drone tersebut 

ternyata tidak sama dan dikenal 

 
2 Neza Zakaria, Sasmini, Legalitas 

Penggunaan Drone Yang Melintasi Batas 

Negara Berdasarkan Hukum Internasional. 

Belli ac Pacis, Volime 1, Nomor 1, Juni 

2015, Hal. 16 
3 

https://puskkpa.lapan.go.id/files_arsip/Rung

gu_Potensi_Permasalahan_2016.pdf diakses 

pada tanggal 13 Oktober 2021 Pukul 11.22 

WIB 
4 Ibid. 
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dalam perspektif hukum laut 

internasional. Domain bawah air 

sangat berbeda dengan dimensi 

permukaan dan diatas perairan. 

Objek biasanya dapat dilihat, 

ditempatkan dan diidentifikasi. 

 

”In regulatory aspects, the difference 

can be seen as there is no undersea 

traffic management as in the surface 

or sky domain. Moreover, the 

cultural aspect can be perceived as 

command and order paradigm, 

which is also different when it comes 

to practice”5 

 

Dalam United Nation 

Convention on the Law of the Sea 

(UNCLOS) 1982 tidak ada satupun 

ayat yang mengatur mengenai 

penggunaan drone bawah laut baik 

untuk tujuan penyerangan, mata-

mata, maupun untuk pengumpulan 

data laut. Drone bawah laut 

merupakan teknologi baru dimana 

teknologi ini telah memunculkan 

problematika yang membuat banyak 

negara merasa bingung, apakah 

penggunaan teknologi ini dapat 

dikategorikan sebagai pelanggaran 

 

5 Heiko Borchert, Tim Kraemer, and Daniel 

Mahon, “Waiting for Disruption? Undersea 

Autonomy and the Challenging Nature of 

Naval Innovation” RSIS Working Paper, 

No.302, 2017 

wilayah laut atau tidak. Hal ini 

dikarenakan UNCLOS 1982 tidak 

mengatur secara spesifik, namun 

penggunaan teknologi ini telah 

melewati batas negara. 

Drone sendiri merupakan 

suatu terobosan di dalam dunia 

militer yang pada dasarnya 

mengurangi resiko penggunaan 

tenaga manusia mengingat drone 

merupakan suatu teknologi tempur 

yang dikendalikan jarak jauh ataupun 

dapat dioperasionalkan dengan 

terprogram pada drone tersebut.   

Namun demikian, 

perkembangan aturan internasional 

ternyata tidak sepesat perkembangan 

teknologi saat ini. Hal ini berakibat 

banyaknya pertanyaan-pertanyaan 

terkait legalitas penggunaan drone, 

terutama drone yang digunakan 

untuk melintasi batas wilayah negara 

lain.6 Oleh karena itu, Penggunaan 

Unmanned Underwater Vehicle 

(UUV) di zona maritime asing 

merupakan isu yang muncul dalam 

 
6  Neza Zakaria dan Sasmini. Legalitas 

Penggunaan Drone Yang Melintasi Batas 

Negara Berdasarkan Hukum 

Internasional Jurnal Belli Ac Pacis, 

Volume 1 Nomor 1. 2015. hal. 16 
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hukum laut perlu untuk segera 

ditangani secara komprehensif.   

“UUV has been used by a number of 

states for variety military purpose 

such as surveillance, transportation, 

espionage, mine clearance, assault 

device.”7 

Drone dapat dioperasikan 

untuk tujuan komersial atau bisa jadi 

digunakan sebagai mata-mata. 

Sebelum menentukan langkah 

hukum yang harus diambil, terlebih 

dahulu harus ditelusuri siapa pemilik, 

siapa yang mengoperasikan dan apa 

tujuannya.8 

Namun yang ipatut 

idipahami iadalah iupaya 

iperlindungan iterhadap kedaulatan 

iNegaraitidak idapat idilepaskan idari 

ieksistesi ihukum yang imengatur 

ikehidupan imanusia, badan ihukum 

imaupun iNegara. Hubungan iantar 

inegara itidak idapat idilepaskan 

idari  iadanya suatu ikepentingan 

 

7 Jeremia Humolong Prasetya Nainggolan, 

Military Application of Unmanned 

Underwater Vehicle: In Quest of A new 

Legal Regime?, Indonesian Journal of 

International Law, Vol. 16 No.1, Hal. 61, 

2018 
8    Hikmahanto Juwana, Penemuan ‘Drone’ 

Bawah Laut di Perairan Indonesia dari 

Perspektif Hukum Laut Internasional. 

https://jurnal.hukumonline.com/klinik/detail/

lt5ff4187080f6d/penemuan-i-drone-i-

bawah-laut-di-perairan-indonesia-dari-

perspektif-hukum-laut-internasional diakses 

pada tanggal 13 Oktober 2021 Pukul. 10.19 

iyangiantara isatu idan ilainnya akan 

isaling bersinggungan di mana pada 

era global saat ini keberadaan batas 

fisik seolah tidak ada (borderless).  

Keberadaan persoalan 

penggunaan Underwater drone 

menghangat pasca penemuan 

underwater drone yang kerap juga 

disebut dengan UUV di selayar 

Sulawesi Selatan dimana diduga 

drone tersebut merupakan milik 

negara China. Kejadian ini bukanlah 

pertama kali mengingat sebelumnya 

UUV Sea Wing sejenis ditemukan 

seorang nelayan Indonesia di dekat 

Kepulauan Riau, sementara 

underwater drone lainnya ditemukan 

awal tahun 2020 di dekat Pangkalan 

Angkatan Laut Surabaya. Tahun 

2016, China melayangkan protes 

setelah mereka menangkap 'glider'9 

milik Angkatan Laut AS yang serupa 

di perairan internasional di Laut 

China Selatan, tetapi kendaraan 

 
9  Seaglider adalah Autonomous 

Underwater Vehicle deep-diving yang 

dirancang untuk misi yang berlangsung 

berbulan-bulan dan mencakup ribuan 

mil. 

https://en.wikipedia.org/wiki/IRobot_Sea

glider  
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tanpa awak itu baru dikembalikan 

setelah situasi memburuk.10 

Namun tentu saja keberadaan 

penggunaan drone tidak dapat 

dilepaskan dari keberadaan hukum 

yang mengaturnya dimana salah 

satunya adalah hukum humaniter. 

Hukum Humaniter menurut 

Mochtar Kusumaatmadja adalah 

“bagian dari hukum yang mengatur 

ketentuan-ketentuan perlindungan 

korban perang, berlainan dengan 

hukum yang mengatur perang itu 

sendiri”.11 Mochtar juga mengatakan 

bahwa tidaklah mengherankan 

apabila perkembangan hukum 

internasional modern sebagai suatu 

sistem hukum yang berdiri sendiri 

dimulai dengan tulisan-tulisan 

mengenai hukum perang.12 

Namun yang menjadi persoalan 

adalah bagaimana pengaturan 

penggunaan drone bawah air yang 

 
10  https://www.tempo.co/abc/6252/nelayan-

sulawesi-temukan-drone-diduga-milik-

china-di-jalur-maritim-penting-australia 

diakses pada Tanggal 2 Januari 2021 
11  Mochtar Kusumaatmadja, Hukum 

Internasional Humaniter dalam 

Pelaksanaan dan Penerapaannya di 

Indonesia, Bina Cipta, Bandung, 1980. 

hal. 4.  
12

 

https://referensi.elsam.or.id/2014/09/huk

um-humaniter-dan-hak-asasi-manusia/ 

diakses pada tanggal 2 Januari 2021 

melintasi lintas batas Negara 

menurut hukum laut internasional.  

Hak negara lain di laut 

teritorial hanyalah hak lintas 

damai, dan tidak boleh digunakan 

untuk riset apalagi untuk memata-

matai sebagaimana disebutkan  

Article 17 mengenai Right of 

Innocent Passage: 

  ”to  this  Convention,  ships  of  all  

States,  whether  coastal  orland-

locked, enjoy the right of innocent 

passage through the territorial sea”. 

Sekalipun secara umum 

keberadaan drone dipahami sebagai 

pesawat tanpa awak yang lazim 

dikenal konteksnya kebanyakan di 

kawasan udara, namun underwater 

drone ini berbeda, mengingat daya 

jelajahnya melalui lautan. Hingga 

saat ini belum ada aturan hukum 

yang mengaturnya. Oleh karena itu, 

pembahasan mengenai penegakan 

hukum serta potensi terancamnya 

kedaulatan negara perlu untuk dikaji 

lebih lanjut pada artikel ini  

B. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang 

digunakan dalam artikel ini adalah 

yuridis normative. Sedangkan 

data penelitian yang digunakan 

adalah data sekunder yang terdiri 



PROGRESIF: Jurnal Hukum volume XV/No.2/Desember 2021           Nama: Akbar Kurnia 

 

159 

 

dari bahan hukum primer seperti 

Konvensi Hukum Laut 1982  

dengan pengumpulan bahan 

primer adalah metode yang 

digunakan dalam penulisan artikel 

ini. Data sekunder mencakup 

banyak artikel yang relevan 

dengan masalah yang diangkat. 

Metode pendekatan yang 

digunakan adalah pendekatan 

historis dan pendekatan kasus. 

Sedangkan metode analisis yang 

digunakan adalah deskriptis 

analitis. Pengaturan mengenai 

penggunaan underwater drone 

yang melintasi batas negara belum 

ada pengaturannya secara khusus 

baik dalam hukum internasional 

maupun dalam hukum nasional. 

Oleh sebab itu, perlu dibuat 

pengaturan khusus mengenai 

penggunaan misil bawah laut baik 

dalam hal penyerangan, mata-

mata, serta pengumpulan data laut 

agar negara asing tidak dengan 

bebas mengoperasikan underwater 

drone di wilayah laut teritorial 

negara lain dan tidak melanggar 

hak lintas damai sebagaimana 

telah diatur dalam UNCLOS 1982 

 

C. Pembahasan 

1. Pengaturan Penggunaan 

Underwater Drone Menurut 

Hukum Internasional 

Teknologi bawah laut terus 

berkembang dari teknologi berawak 

seperti yang terlihat pada kapal 

selam dan kendaraan terendam 

lainnya. Pada masa awal, Unmanned 

Underwater Vehicles terdiri atas 

Autonomous Underwater Vehicles 

(AUV) dan Remotely Operated 

Vehicles (ROV). 

Keberadaan ipenggunaan 

iunderwater idrone imerupakan ihal 

iyang itidak idapat idipungkiri isaat 

iini iseiring idengan iperkembangan 

ikonsepsi imiliter imodern isaat iini. 

iHal iini itentu ijuga imenjadi isalah 

isatu idampak idari ikemajuan iilmu 

ipengetahuan idan iteknologi iyang 

itentu imempengaruhi 

iperkembangan iteknologi imiliter. 

iSekalipun ipada iumumnya idalam 

isejarah ipanjang imiliter imemang 

isudah ilama ipenggunaan idrone 

itetapi iberada ipada iwilayah iudara 

i(pesawat itanpa iawak). 

Penggunaan iUnmanned 

iAerial iVehicle iatau ibiasanya 

idisebut idengan idrone idi idaerah 
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ikonflik ibersenjata iakan iselalu 

idigunakan isebagai ibentuk 

ipemanfaatan imoderenisasi isenjata 

iuntuk ipertahanan isuatu inegara 

imaupun ikontraterorisme. iSebagai 

ibahan iperbandingan, imenurut 

iUndang- Undang iFederal iAmerika 

iSerikat iyang idigunakan ipada 

i2012, iistilah ipesawat itak iberawak 

iberarti isebuah ipesawat iyang 

idioperasikan itanpa ikemungkinan 

icampur itangan imanusia isecara 

ilangsung idari idalam iatau idi 

ipesawat.13 Penggunaan iUAV 

idalam ikonflik ibersenjata ilebih 

isering idigunakan idalam imisi-misi 

ipengintaian idan ipengumpulan 

idata ilapangan. I 

Sejarahnya ipesawat itanpa 

iawak imuncul ipertama ikali 

isebagai ialat imiliter ipada iabad-18 

iyang idigunakan ioleh iNorth 

iAtlantic iTreaty iOrganization 

i(NATO) iuntuk ikeperluan 

ipengintaian idan imata-mata, 

 
13  Arman Surya Nicolas Marbun, Agus 

Pramono & Kabul Supriyadhie, Analisis 

Yuridis Penggunaan Pesawat Tanpa 

Awak Sebagai Alat Utama Persenjataan 

Ditinjau Dari Hukum Internasional 

(Studi Kasus Penggunaan Drone Oleh 

Amerika Serikat di Pakistan), 

Diponegoro Law Journal. Volume 5, 

Nomor 4. 2016. hal. 86. 

idemikian ipula iAmerika iSerikat 

itelah imenggunakan ipesawat itanpa 

iawak isebagai ialat ipengintai ipada 

iperang iteluk itahun i1990, ibahkan 

isebelumnya iIsrael itelah 

imenggunakan ipesawat itanpa iawak 

ipengintai ipada itahun i1982 idan 

itahun i1996 idi iLebanon.14 I 

Dalam ipraktik 

ipenggunannya isering ijuga iUAV 

idigunakan ioleh inegara iseperti 

iAmerika iSerikat, iInggris idan 

iIsrael iditujukan iuntuk 

imelemahkan isasarannya, itetapi 

itidak isedikit ijuga ifakta 

imenunjukan ibahwa ipenggunaan 

iUAV itersebut imenjadi ipenyebab 

ijatuh ikorban ikhususnya idari 

ipihak ipenduduk isipil. I Dalam 

ipenggunaan iUAV ipada ikonflik 

ibersenjata imaupun iperang isudah 

idiatur idalam iprinsip-prinsip iyang 

idigunakan idalam ihukum 

ihumaniter iinternasional iseperti 

iprinsip ipembedaan i(disctinction) 

idan iprinsip iproposionalitas iuntuk 

imencegah ikerusakan iberlebihan 

iyang iditimbulkan idari iserangan-

serangan iyang idilancarkan 

 
14   Ibid 
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Penggunaan idrone iini itidak 

ihanya iterbatas  isebagai ialat iuntuk 

ipenyerangan isaja, itetapi ijuga 

imelakukan ioperasi imata-mata 

iyang itentu idalam ihal iini ijika 

idikaji imelalui iketentuan ihukum 

iinternasional imerupakan ihal iyang  

itidak idiperbolehkan imengingat idi 

idalam iUNCLOS i1982 ihak 

iNegara ilain idi iwilayah ilaut 

iterritorial iadalah ihak ilintas idamai 

sebagaimana diatur dalam Article 52 

UNCLOS 1982 tentang hak lintas 

damai yakni:  

1. Subject ito iarticle i53 iand 

iwithout iprejudice ito iarticle 

i50, iships iof iall iStates ienjoy 

ithe iright iof iinnocent ipassage 

ithrough iarchipelagic iwaters, 

iin iaccordance iwith iPart iiII, 

isection i3. i 

2. The iiarchipelagic iiState iimay, 

iiwithout iidiscrimination iiin 

iiform iior iiin iifact iiamong 

iiforeign iiships, iisuspend 

iitemporarily iiin iispecified 

iiareas iiof iiits iiarchipelagic 

iiwaters iithe iiinnocent 

iipassage iiof iiforeign iiships 

iiif iisuch iisuspension iiis 

iiessential iifor iithe iiprotection 

iiof iiits iisecurity. iiSuch 

iisuspension iishall iitake iieffect 

iionly iiafter iihaving iibeen 

iiduly iipublished. 

Hal itersebut itentu 

iberimplikasi ikepada ipenggunaan 

iunderwater idrone iyang  itidak 

iterdapat pengaturan ihukum iyang 

imengaturnya iserta iklasifikasi 

isecara itegas. Sehubungan idengan 

itidak iditemukannya ipengaturan 

isecara ikhusus idalam ikonsep 

inormatif, imaka penulis ijuga 

imenguraikan idalam iperspektif 

ihukum ikebiasaan ikhususnya 

idalam ihal iini iyakni ikebiasaan 

iinternasional iyang imerupakan 

isalah isatu isumber ihukum 

iinternasional. I 

Hukum ikebiasaan 

iinternasional iberasal idari ipraktek-

praktek inyata inegara-negara idari 

iwaktu ike iwaktu. iUntuk idapat 

iditerima isebagai ihukum, 

ikebiasaan itersebut iharus 

idipraktekkan isejak ilama, itersebar 

iluas, idan idipraktekkan isecara 

iseragam idengan ikonsisten iantar 

inegara. iKeseragaman idalam ihal 

iini itidak imemerlukan ipraktek 

iyang ibenar-benar iseragam, 

imelainkan ihanya iharus iterdapat 

ikeseragaman iyang isubstansial. 

iMeskipun ipraktek ipengoperasian 

idrone isudah ibanyak iterjadi ibaik 

imenggunakan iizin isebelumnya 

iatau itanpa iizin, isampai isaat iini 

imasih ibelum iterdapat ihukum 



PROGRESIF: Jurnal Hukum volume XV/No.2/Desember 2021           Nama: Akbar Kurnia 

 

162 

 

ikebiasaan iyang iterkait idengan 

ipengoperasian idrone. 

Namun iyang ijelas, 

isepanjang ipenggunaan idrone iyang 

imemasuki ikawasan ilaut 

ikedaulatan isuatu inegara itentu 

imerupakan isuatu ibentuk 

ipelanggaran iatas ikonvensi ihukum 

ilaut iyakni iterkait idengan ihak 

ilintas idamai. iMaka idalam ihal iini 

iatas idasar iapapun isepanjang 

ikepentingan idrone itersebut iadalah 

idalam iranah ikepentingan imiliter 

ibaik iitu idalam ipenyerangan 

imaupun imata-mata itentu itelah 

imelanggar iprinsip ihak ilintas 

idamai itersebut. 

2. Kebijakan Pemerintah 

Indonesia Terkait Dengan 

Penemuan Underwater Drone 

 Terjaringnyaiunderwater 

idrone ioleh inelayan ilokal 

ibukan ikali ipertama iterjadi idi 

iperairan iIndonesia. iSebelum 

iperistiwa terjaringnyai 

underwater idrone ioleh inelayan 

idi iKepulauan iSelayar, iSulawesi 

iSelatan, idi ipenghujung i2020, 

ikejadian iserupa ijuga ipernah 

iterjadi idi iperairan iKabupaten 

iBintan, iKepulauan iRiau, ipada 

i2019. iBenda iyang iawalnya 

ididuga irudal ioleh inelayan, 

iternyata imerupakan iunderwater 

idrone iyang ididuga imilik iCina. 

iDi idrone iitu iditemukan iaksara 

iCina iyang ibertuliskan inama 

iChina iShenyang iInstitute iof 

iAutomation, iChinese iAcademy 

iof iSciences.15 

Istilah idrone icukup 

ibanyak idigunakan idan ikadang 

imembingungkan inamun idalam 

itulisan iini iyang idimaksud 

idengan i“drone” iadalah 

iunmanned ivehicle, itidak 

idibatasi iapakah iitu iAerial iatau 

iUnderwater iVehicle. iSingkat 

ikata iuntuk isementara, idalam 

itulisan iini, idrone idiartikan 

isebagai iwahana itidak iberawak 

Dalam ikonsep ihukum 

inasional iIndonesia isendiri ibelum 

idiatur isecara ikhusus imengenai 

ipenggunaan iunderwater idrone 

imengingat isejauh iini iyang idiatur 

ihanya ipenggunaan idrone iudara. 

iSebagai ibahan iperbandingan 

 
15 

https://nasional.kompas.com/read/2021/01/0

4/13221291/terj aringnya-benda-mirip-

drone-bukan-kali-pertama-di-laut-indone 

sia. diakses pada tanggal  28 Mei 2021 
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iperihal ipengaturan ikhusus idrone 

isendiri idiatur idalam iPeraturan 

iMenteri iPerhubungan iRepublik 

iIndonesia iNomor iPM i90 iTahun 

i2015 itentang iPengendalian 

iPengoperasian iPesawat iUdara 

iTanpa iAwak idi iRuang iUdara 

iyang iDilayani iIndonesia. iDalam 

ipengaturan itersebut itidak idiatur 

imengenai idimana isaja idrone 

i(pesawat iudara itanpa iawak) idapat 

idigunakan, iakan itetapi idiatur 

imengenai idi ikawasan imana isaja 

idrone itidak idapat idigunakan. 

iNamun idiatur ibatasan iDrone 

itidak iboleh idioperasikan ipada 

ikawasan idan iruang iudara. 

Perlu ikiranya ijuga 

idiperjelas ibahwa iperaturan idi iatas 

ibelum imencakup isemua iimplikasi 

ipenggunaan idrone iyang isecara 

ikasuistis ibisa iterjadi iseperti 

iapabila idrone itersebut 

imenyebabkan ikerusakan ikepada 

iproperti iatau ibenda imilik ipihak 

ilain, iyang imana imengenai ihal iini 

idapat imerujuk ipada iketentuan 

ipidana idalam iKUHP. 

Namun idari ihasil 

iimvestigasi iditemukan ifakta 

ibahwa iobjek iyang ididuga idrone 

itersebut iternyata iadalah isebuah 

iseaglider. iSeaglider iberfungsi 

iuntuk imerekam idata idi ibawah 

ilaut iseperti isuhu idan isalinitas. 

iData itersebut iberguna iuntuk 

iaktivitas ipertambangan, 

ipengeboran ibawah ilaut, idan ijuga 

ipenangkapan iikan. iSelain iitu idata 

isalinitas, iarus, idan isuhu idi isuatu 

ikedalaman ilaut ijuga iberguna ibagi 

iaktivitas imiliter, ikhususnya ibagi 

iaktivitas ikapal iselam. iSebabnya 

idata itersebut iakan iberpengaruh 

iterutama ipada ikesenyapan ikapal 

iselam. iKapal iselam ibisa 

ibersembunyi idi isebuah ititik 

ikarena idi ikondisi itertentu, isinyal 

isonar isulit imenembus ilantaran 

idibiaskan isalinitas, iarus, idan 

itemperatur. I 

Menurut iKepala iStaf 

iAngkatan iLaut i(KSAL) 

iLaksamana iYudo iMargono idalam 

ikonferensi ipers idi iPusat 

iHidrografi idan iOseanografi iTNI 

iAngkatan iLaut i(Pushidrosal) ialat 

itersebut ibisa idigunakan iuntuk 

iindustri imaupun idigunakan iuntuk 
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ipertahanan. iTergantung isiapa 

iyang imemakai.16 

Namun iterlepas idari 

iapapun iitu itentu ikeberadaan 

iseaglider iini imemungkinkan 

idigunakan iuntuk ikepentingan 

imiliter ibaik ipenyerangan imaupun 

imata-mata iyang itentunya iakan 

iberpengaruh iterhadap ieksistensi 

ikedaulatan iIndonesia. iArtinya 

iterlepas iobjek itersebut iadalah 

iseaglider imaupun iunderwater 

idrone imaka ihal iini iperlu iuntuk 

idiatur idan idiwaspadai imengingat 

iobjeknya imemiliki ifungsi iyang 

ihampir isama inamun isama-sama 

ibelum iada iaturannya idi 

iIndonesia.17 

Namun iyang ipenulis 

itemukan ibahwa ipenggunaan 

 
16 

https://nasional.kompas.com/read/2021/0

1/04/15401671/se mpat-dikira-drone-ini-

fungsi-seaglider-yang-ditemukan-di-

kepu lauan-selayar. Diakses pada tanggal 

15 Maret 2021 
17  Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) 

Laksamana TNI Yudo Margono 

menyatakan di Indonesia memang belum 

ada aturan khusus berkaitan dengan izin 

bagi negara lain untuk 

mengoperasikan seaglider atau 

kendaraan bawah air otonom (drone) di 

wilayah perairan nusantara. 

https://www.cnn 

indonesia.com/nasional/2021010415571

6-20-589324/ksal-tak-ada-aturan-soal-

operasional-seaglider-di-indonesia. 

Diakses pada tanggal 15 Maret 2021 

iunderwater idrone imerupakan 

iinovasi imiliter iyang isangat ibaru 

idan ifenomena ihukum ibaru 

ikhususnya idi idalam ihukum 

iinternasional. iMaka isehubungan 

idengan ihal itersebut idalam ihukum 

inasional ihingga isaat iini ibelum 

iada ipengaturan ikhusus iyang 

imengaturnya.  

Dalam ihal ikepemilikan 

idrone iyang imasuk ike iwilayah 

ilaut iteritorial iIndonesia isudah 

idiketahui isiapa ipemiliknya, idan 

iternyata iberasal idari iNegara 

iasing, imaka iNegara itersebut itelah 

imelanggar ikedaulatan iIndonesia 

iyang idilindungi ioleh ikonvensi 

ihukum ilaut iInternasional, iyaitu 

iUnited iNations iConvention ion 

ithe iLaw iof ithe iSea iyang itelah 

idiratifikasi ioleh iUndang-Undang 

iNomor i17 iTahun i1985 itentang 

iPengesahan iUnited iNations 

iConvention ion iThe iLaw iof iThe 

iSea i(Konvensi iPerserikatan 

iBangsa-Bangsa itentang iHukum 

iLaut). 

Hak inegara ilain idi ilaut 

iteritorial ihanyalah ihak ilintas 

idamai, idan itidak iboleh idigunakan 

iuntuk iriset iapalagi iuntuk 
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imemata-matai isebagaimana 

idisebutkan iArticle i17 iRight iof 

iinnocent ipassage: i 

 

“Subject ito i ithis i iConvention, i 

iships i iof i iall i iStates, i iwhether i 

icoastal orland-locked, ienjoy ithe 

iright iof iinnocent ipassage ithrough 

ithe iterritorial isea.” 

 

Atas ipelanggaran ikedaulatan 

itersebut, ipemerintah iIndonesia 

imelalui iKementerian iLuar iNegeri 

iharus imengambil ilangkah itegas 

idengan imelakukan iprotes 

idiplomatik iterhadap iNegara iyang 

ibersangkutan tentu dengan 

melakukan upaya lain dengan 

memanggil duta besar maupun 

melalui pengiriman nota protes. Hal 

ini dimungkinkan berdasarkan 

Vienna Convention on Diplomatic 

Relations yang telah diratifikasi oleh 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1982 Tentang pengesahan Konvensi 

Wina 

D. Penutup 

Berdasarkan permasalahan 

diatas, pengaturan mengenai 

penggunaan drone (underwater 

drone) yang melintasi batas negara 

belum ada pengaturannya secara 

khusus begitu pula dalam hukum 

nasional. Jika ditelaah dari 

keberadaan hukum laut internasional, 

hal tersebut merupakan pelanggaran 

kedaulatan suatu negara khususnya 

jika melewati kawasan laut territorial 

suatu negara mengingat keberadaan 

hak lintas damai yang melekat di 

kawasan tersebut sebagai tujuan 

damai. Maka jika drone tersebut 

berfungsi sebagai kebutuhan militer 

baik penyerangan maupun mata-mata 

maka jelas hal tersebut melangggar 

hak lintas damai sebagaimana telah 

diatur di dalam UNCLOS 1982.  

Terkait dengan penemuan 

drone di wilayah Indonesia, 

keamanan laut dinilai masih kurang 

karena masih banyak drone asing 

yang berlalu lalang dan penegakan 

hukumnya masih belum tegas 

dikarenakan masih belum ada 

kebijakan yang berkaitan dengan hal 

ini. Pemeritah Indonesia melalui 

Kementerian Luar Negeri harus 

mengambil langkah tegas dengan 

melakukan protes diplomatik 

terhadap negara pemilik drone. 

Negara-negara di dunia perlu untuk 

mengkaji kebijakan ke depan untuk 

merumuskan konsep hukum 

mengenai penggunaan underwater 
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drone. Dalam hal ini Pemerintah 

Indonesia hendaknya membuat 

kebijakan mengenai hal ini serta 

melakukan upaya penyelidikan 

mendalam, melakukan pendaftaran 

terkait underwater drone serta perlu 

adanya upaya memperkuat TNI 

dalam bidang pengawasan di bawah 

laut. 
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